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NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 120 - 18 - 2021
Nomor : 120 -123/GSB - 2021

Tanggal 30 September 2021

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua

Ribu Dua Puluh Satu, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang Sidang Utama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda

tangan dibawah ini :

1.

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

a. Nama

Jabatan
Alamat Kantor

. Nama

Jabatan
Alamat Kantor

. Nama

Jabatan
Alamat Kantor

. Nama

Jabatan
Alamat Kantor

: MAHYELDI
: GUBERNUR SUMATERA BARAT
: JI. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

: SUPARDI.

: KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

: Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

: IRSYAD SYAFAR.

: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: JL. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

: SUWIRPEN SUIB.

: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

: INDRA DT. RAJOLELO.

: WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
: Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman

Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Menyatakan bahwa :

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan
oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada Lampiran Nota Kesepakatan Bersama ini.
PIHAK PERTAMA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2021, untuk dilakukan evaluasi selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan
Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua

belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA
dto dto
MAHYELDI SUPARDI

WAKIL KETUA

dto

IRSYAD SYAFAR
WAKIL KETUA

dto

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA

dto

INDRA DT. RAJOLELO



LAMPIRAN :

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA DPRD DAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Sumatera

Barat

Tahun

Anggaran

2021

berjumlah sebesar

Rp. 6.896.981.898.298,20 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

B. Belanja Daerah
Surplus/Defisit

C. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

A. Pendapatan

dari :

Daerah,

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain

Pendapatan

yang sah.

1.1. Pendapatan Asli Daerah

a.
b.
C.

d.

Pajak Daerah
Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah

a. Pendapatan Transfer :

a. Transfer Pemerintah Pusat

3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

- DBH
- DAU

b) Dana Transfer Khusus

- DAK Fisik
- DAK Non Fisik
2) DID

. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan

yang sah terdiri dari:

a.

b.

B. Belanja Daerah, terdiri dari :

Pendapatan Hibah
- Hibah PHJD

- IPDMIP
Sumbangan Pihak
Ketiga/Sejenis.

1. Belanja Operasi

2. Belanja Modal

3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

terdiri

Daerah

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

6.651.181.874.092,00
6.896.981.898.298,20
(245.800.024.206,20)

260.850.024.206,20
15.050.000.000,00

2.469.508.994.798,00
4.088.277.656.700,00

93.395.222.594,00

1.934.636.654.000,00
8.619.716.212,00

103.400.743.927,00
422.851.880.659,00

4.084.210.856.700,00
4.033.495.314.700,00
2.012.080.063.700,00
125.046.152.700,00
1.887.033.911.000,00
2.021.415.251.000,00
280.245.014.000,00
1.741.170.237.000,00
50.715.542.000,00
4.066.800.000,-

-,00

4.066.800.000,-

79.477.622.594,00
56.111.065.866,00
23.366.556.728,00
13.917.600.000,00

4.951.470.674.521,20
835.481.977.766,00
107.000.000.000,00
1.003.029.246.011,00



1.1 Belanja Operasi terdiri dari :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
2.1 Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin

c. Belanja Gedung dan
Bangunan

d. Belanja Jalan, Jaringan dan
Irigasi

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

3.1 Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak Terduga

4.1 Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Pajak

b. Belanja Bantuan Keuangan
Pembiayaan Daerah terdiri dari :
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
1.1 Penerimaan terdiri dari

jenis pembiayaan :

- Sisa  Lebih  Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

- Penerimaan Pinjaman Daerah
2.1 Pengeluaran terdiri dari :
a. Penyertaan Modal
- Bank Nagari
- PT. Jamkrida
- SSE
b. Pemberian Pinjaman Daerah
- Pinjaman Untuk Rumah

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.153.578.425.411,20
1.910.490.063.760,00
3.500.000.000,00
883.902.185.350,00-

9.594.378.772,00
156.611.710.102,00
319.975.778.452,00
348.183.105.440,00
1.117.005.000,00
107.000.000.000,-

963.100.943.062,00
39.928.302.949,00

260.850.024.206,20
15.050.000.000,00

260.850.024.206,20

-,00

15.050.000.000,00
15.000.000.000,00
-,00

50.000.000,00
-,00

-,00

Sakit
GUBERNUR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA
dto dto
MAHYELDI SUPARDI

WAKIL KETUA

dto
IRSYAD SYAFAR

WAKIL KETUA

dto
SUWIRPEN SUIB

WAKIL KETUA

dto
INDRA DT. RAJOLELO



